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GUBERNUR KALI&‘!ANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa selama ini Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 44 Tahun 2013, belum semua terakomodir
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pimpinan
serta Anggota DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Bagi Pcjabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga
Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) schbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2004  tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005  tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575};

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang
Pcngelolaan Kecuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintahan
Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs.H.Awang Farock Ishak, MM, M.S1 Scbhagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
Schagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan
2008-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
scbagaimana tclah diubah bceberapa kali terakhir dengan
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawal D1 Lingkungan Kementerian Dalam Negert,
Pemerintah Dacrah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
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Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Pcjalanan Dinas Dalam Negeri Bagl Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 16
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sckretariat Dacrah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 06);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja sckretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (lembaran Dacrah provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor QO7);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Dacrah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 08);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Inspekiorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Dacrah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun
2008 Nomor 09);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 10);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga  yang  dibentuk  dengan Peraturan
Perundang-Undangan Tersendiri Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 11};

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 11);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain
Perangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);



32, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 40 Tahun 2010
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

33 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 44 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagl Pejabat
/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga
Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013
Nomor 30};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/ Pegawai Negerl
Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Tenaga Kontrak Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Pada Judul diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

“PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”

5 Ketentuan Pasal 13 ditambah huruf e, sehingga berbunyi scbagai berikut :

e. SPT dan SPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan
DPRD.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 29 Juni 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006




